
No.1285, 2014 KEMENTAN. KEMENTERIAN PERTANIAN.
Pemasukan. Karkas. Daging Jeroan.
Pengawasan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110/Permentan/PD.410/9/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
84/Permentan/PD.410/8/2013 TENTANG PEMASUKAN KARKAS,
DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/
Permentan/PD.410/8/2013 telah ditetapkan Pemasukan
Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/PD.410/9/2013;

b. bahwa dengan adanya perkembangan status negara asal
dan situasi penyakit hewan menular, perlu meninjau
kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/
Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas,
Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah
Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 96/Permentan/PD.410/9/2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3482);
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5015);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5360);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 8), juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 142);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4424);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
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Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);

14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara,
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN.330/
4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan
Daging Unggas serta Hasil Ikutannya;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/
10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner
Unit Usaha Pangan Asal Hewan;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/
OT.140/9/2012 tentang Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina
dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, juncto
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/
OT.140/3/2014;

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/
PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging,
Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara
Republik Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 96/Permentan/PD.410/9/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERTANIAN NOMOR 84/Permentan/ PD.410/8/2013
TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN,
DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.


